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PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah
Satuan Brigade Mobil (Brimob) merupakan satuan elit dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.Brimob memainkan peran strategis dalam menangani kejahatan berintensitas tinggi, konflik sosial, bencana alam, serta aksi-aksi terorisme yang mengancam stabilitas negara.Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, keberhasilan operasi sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya, salah satunya adalah ketersediaan dan keandalan barang logistik.
Barang logistik yang dibutuhkan oleh Brimob mencakup perlengkapan operasional seperti senjata api, amunisi, kendaraan taktis, alat komunikasi, hingga perlindungan diri seperti helm dan rompi antipeluru. Barang-barang ini tidak hanya bernilai tinggi secara ekonomis, tetapi juga sangat sensitif dan berisiko tinggi jika tidak dikelola secara cermat.Oleh karena itu, pengelolaan logistik tidak dapat dipandang sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai bagian integral dari strategi operasional dan keamanan nasional.
Dalam mendukung pelaksanaan tugas satuan taktis seperti Brimob, sistem logistik yang tertata rapi dan berjalan efektif menjadi sebuah keharusan. Hal ini menyangkut sistem pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas seluruh barang logistik yang digunakan dalam operasional kepolisian.Sistem
tersebut harus mampu menjamin transparansi, akurasi, dan akuntabilitas sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.
Sistem pengelolaan logistik dalam institusi Polri diatur melalui berbagai regulasi,antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Polri. Regulasi-regulasi ini menegaskan bahwa seluruh barang logistik harus tercatat secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sistem ini masih menghadapi tantangan serius, baik secara teknis, struktural, maupun kultural.
Masalah-masalah yang kerap muncul antara lain adalah ketidaksesuaian antara data dalam sistem dengan kondisi barang secara fisik (mismatch data),keterlambatan pelaporan, minimnya kemampuan personel dalam mengoperasikan sistem logistik berbasis teknologi informasi, serta lemahnya fungsi kontrol dan audit internal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain regulatif dan implementasi di lapangan, yang jika dibiarkan dapat berimplikasi serius terhadap aspek keamanan dan kredibilitas institusi.


2
Pada tahun 2022 di lingkungan Polda Sumatera Utara, terjadi insiden kehilangan empat pucuk senjata api organik jenis SS1-V1 dan satu senjata jenis FN dari gudang senjata salah satu satuan kerja. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kelalaian dalam pencatatan dan lemahnya kontrol administratif menjadi penyebab utama hilangnya senjata tersebut. Tidak adanya catatan pasti mengenai pergerakan


senjata, siapa yang meminjam, serta kapan senjata keluar dan tidak kembali,menggambarkan kelemahan sistemik dalam manajemen logistik.Peristiwa ini tidak hanya memunculkan sanksi disiplin terhadap personel terkait, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan senjata api.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa sistem pencatatan dan pelaporan logistik bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut tanggung jawab hukum dan moral aparat terhadap keamanan negara.Ketidakefisienan sistem dapat membuka celah bagi penyalahgunaan, kebocoran, bahkan pelanggaran hukum yang membahayakan keselamatan publik.
Mengingat pentingnya sistem logistik yang efektif dan akuntabel,maka perlu dilakukan kajian mendalam dari perspektif hukum administrasi negara terhadap efektivitas sistem pencatatan dan pelaporan logistik di lingkungan Satuan Brimob, khususnya di Polda Sumatera Utara. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem logistik yang diterapkan telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperbaiki sistem yang ada.
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Peneltian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret dalam membangun sistem logistik yang lebih transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, dari sisi akademis, kajian ini juga penting dalam mengisi kekosongan literatur terkait hubungan antara sistem logistik operasional kepolisian dengan aspek hukum tata kelola pemerintahan yang baik



(goodgovernance) dan pertanggungjawaban aparatur negara. Dalam jangka panjang, perbaikan sistem logistik akan berdampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Polri dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
B. Rumusan Masalah
1) Bagaimana pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan barang logistik pada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menurut ketentuan hukum yang berlaku?
2) Bagaimana efektivitas sistem pencatatan dan pelaporan barang logistik tersebut dalam mendukung tugas operasional Satuan Brimob?
3) Bagaimana kendala hukum dan teknis yang dihadapi dalam sistem pencatatan dan pelaporan barang logistik pada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?
C. Tujuan Penelitian
1) Menganalisis pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan barang logistik pada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2) Menilai efektivitas sistem pencatatan dan pelaporan logistik dalam mendukung tugas dan fungsi satuan Brimob.



3) Mengidentifikasi kendala-kendala hukum dan teknis dalam sistem pencatatan dan pelaporan barang logistik serta memberikan rekomendasi solusi terhadap permasalahan tersebut.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan pengelolaan barang milik negara dan menjadi bahan kajian akademik bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik pengelolaan logistik di lingkungan institusi negara, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pencatatan dan pelaporan barang logistic dan menjadi acuan bagi institusi kepolisian dalam memperbaiki sistem administrasi logistik agar lebih akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
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